PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SUKABUMI

NOMOR & TAHUN 1998

TENTANG

PAJEK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAMHAN GALIAN GOLOMNGAN C

Menimbang

Mengingat

"

WAL

3.

b.

e

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAMA ESA

KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SUKABUMI,

bahwa berdasarkan Pasal 2 avat (2) huruf e Undang-
Undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  dan
Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan  Pengolahan
Bahar Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah
Tingkat II1:

bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka perlu
cdiatur mengenai Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

~

Galian Golongan C yvang ditetapkan dengan Peraturan
Dasrah.

Undang=~Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembsntukan
Daerah~Daaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

Undang=Undang Nomor 5 Tahun 19274 tentang Pokok-Pokok
Pemnerintahan D1 Dasrah  {(Lembaran HNegara Republik
Inu&ﬂ@f'ﬁ Tahun 1974  HNomor 38, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonssia Nomor 3037);

—y

Undang-~Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan
Atas  Undang-Undang Nomor & Tahun 1983 tentang Keten-
tuan  Umum dan Tata Cara Perpajakan ' (Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59,  Tambanan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

Undang~Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penys-
lesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonssia  Tahun 19227 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah
dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Republik Indo-
nesia  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lLembaran Negara
Raepublik Indonesia Nomor 3685);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1997  tentang Penagihan
RPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997  Nomor 42, Tambahan Lembaran

o -

Negara Republik Indonesia Nomor 3686 );




Menstapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomar 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3691);

8. Keputusan Menterli Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Dasrah dan Peraturanm Dasrah

Perubahan;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993

tentang Pengundangan Peraturan Daarah dan/atau
Keputusan Kepala Dasrah Lewat Tenggang Waktu Pengssah-
an;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan FPajak Dasrah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Dasrah  tentang
Pajak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
Kriteria Wajib Pajak wvang Wajib Manyvelenggarakan
Fembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

1Z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.
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Derngan Parsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat D
Kotamadya Daerah Tingkat I1 Sukabumi

MEMUTUSZ KAN

FERATURAN  DAERAH KOTAMADYA DAERAM TINGKAT II SUKABUMI
TENTANG PAJAK  PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN  BAHAN  GALIAN
GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN  UMUM

Pasal 1
Dalam Pgraturan Daerah inl yvang dimaksud dengan
a. Daerah adalah Kotamadya Daerat Tingkat I1 Sukabumi:

. Pemerintan Daerah adalah Pemerintah Xotamadya Dasrah

Tingkat II Sukabumi;
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Walikotamadysa Kepala Dasrah adalah Wallikotamadysa
Kepala Dasrah Tingkat II Sukabumi:

Pejabat adalah pegawal vang diberi tugas tertentu di
bidang perpajakan daerah dan/atau  retribusi sesual
dangan psraturan perundang-undangan vang berlaku;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dasrah
Kotamadya Dasrah Tingkat 11 Sukabumi;

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
C vang selanjutnva disebut Pajak adalah Pungutan
raerah atas Pangambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C;

Bahan Galian Golongan € adalah Bahan Galian Golongan C
s@bagalmansa dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan yvang berlaku;

Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan
Bahan Galian Golongan C dari sumbser alam i dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;

Konservasi Sumber Dava  Alam adalah pengelolaan
Sumber dayva alam yang menjamin pemanfaatannya sescara
bijaksana, dan bagl kebijsksanasn vang terbaharul
menjamin  kesinambungan persediaannya dengain tetap
maemaelihara dan meningkatkan nilail kualitas;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah vang selanjutnva
disingkat SRPTPD adalah surat yvang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan  pembayvaran
Pajak wvang terutang menurut peraturan perundang-
undangan Ferpajakan Dasran;

rat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
58PD adalah surat vang digunakan Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penvetoran pajak YA
terutanyg ke Kas Daerah atau ke tempat lain vang
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Ds

Surat Ketetapan Pajak Dasrah wvang selanjubtnya dising-
kat SKPD adalah Surat Keputusan vyvang menentukan
besarnys Jumlah pajak vang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Dasrah XKurang Bavar yvang selan-
Jutnva disingkat SKPDKB adalah Surat Ksputusan yang

menaentukan besarnya Jumlan pagak vang terutang, Jjumlah
kKredit pajak, Jumlah kekurangan pembavaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah  vyang
masih harus dibavar:
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Nn. Sura Ketetapan Rajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
Yang selanjutnva disingkat SKPDKBT adalah Surat
Keputusan yvang menentukan tambahan atas jumlah pajak
vang telah ditetapkan;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar VAN
selanjutnya disingkat SKPDLE adalan Surat Kepubusan
vang menantukan Jumlah kelebihan p&mbayar&ﬂ oajak
karena Jumlah kKredit pajak lebih besar dari pajak vang
terdtang atau tidak seharusnvya terutang;

£ ~at  Ketetapan Pajak Dasrah Nihil vyang sslanjutnya

disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang mensn-~
tukan Jumlah pajsk vang terutang sama besarnya dengan
jumlah  kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak;

. Burat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
STPD  adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau  sanksi  administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

BAB IT

NaMa, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

N
s
N

Dengan  nama Pajak Pengambillan dan  Pengolahan  Bahan
Galian Golongan C  dipungut Pajak atas kegiatan
ekaploitasi Bahan Galian Golongan C.

(2) Objek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian
Golangan C.

{Z) Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada
avat {(2) pasal ini, meliputi '

a. Asbes;
b, Batu tulis;
c. Batu setengah permata;
d. Batu kapui;
&, Batu apung;
f. Batu permata;
g. Bentonit;
B Dolomit;
i. Feldspar:
Garam batu (halite);
S i:,fjt
1. Granit;
m. Gips;

. Kalsit;

de



(1)
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(1)

(2)

(1)

o. Kaolin:
p. Leusit;
g. Magnesit;
r. Mika:
5. Marmer;
. Nitrat:
u. Opsidien;
v. Oker;
w. Pasir dan kKerikil;
x. Pasir Kuarsa;
v. RParlit;
z. Phospat;
aa. Talk;
ab. Tanah serap (fullers earth);
ac. Tanah diatome;
ad. Tanah liat:
as., Tawas (alum);
at. Tras;
ag. Yarosif;
ah. Zeolit.

Pasal 3

-

Dbjek Pajak Bahan Galian Golongan C dapat diusanakan,
baik oleh psrsecrangan atau badan.

Persecrangan atau badan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, wajib melaksanakan penambangan
Bahan Galian Golongan C dengan menerapkan pola usanha
vang berwawasan  lingkungan dan menjaga konservasi
sumbaer daya alam.
Pasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan vyang
mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan
C.

Wajib Pajak adalah crang pribadl atau badan vyang
manyelenggarakan sksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BAaB II1I

DASAR PENGENAAN DAN TARIF RPAJAK

Rasal 5

Dasar Pangenaan Pajak adalah Nilai Jual hasil
gksploitasi Bahan Galian Golongan C.

-----




{2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil
sksploitasi dengan nilal pasar atau harga standar
masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.

(&) Nilail Pasar sebagaimana dimaksud pada aval {T

ini, pada masing-masing Jjenis Bahan Galian Go
ditetapkan secars periodik oleh WMRLRH(Mmadya

asrah sesual dengan harga rata-rata yvang uerlaku Wi
lokasi satempat.

{(4) Harga standar dimaksud pada  avat  (2)
) imi, dite Iﬁ%tamﬁi YANG DerWwenang
bidang penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal ©

;54
{}J

sarnya  Tarif Pajak ditetapkan paling tinggl sebesar
20 % (dua puluh persen).

BAB IV

WILAYAM PEMUNGUTAN  DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yvang terutang dipungut di Wilsyvah Dasrah tempat
sksploitasi Banan Galian Golongan C.

(2) Besarnya Pajak wvang terutang dihitung dengan cara
mengalikan Tarif Pajak sebagaimana di 3
Pasal & Peraturan Daerah ini, dengan Dasar Pengensaan
Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan
Daerah ini.

ud *ada
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BAB ¥
MASA PAJAK, SA4AT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8
Masa Pajak adalah jangks waktu tertentu yvang lamanya

ditetapkan oleh Walikotamadya Kspala Dasrah sebagai dasar
untuk menghitung besarnya Pajak Terutang.

Deyerm1 O
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Pasal ¢

ahun Pajak adalah Jjangka waktu yvang lamanva matu tahun
kwim kecuall bila Wajib Fajak menggunakan tahun  buku

a
=8

ng tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 1¢

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pads saat kegiat-
an eksploitasi Bahan Galian Golongan C dilakukan.
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Pasal 11
Setiap Wajib Pajak walib mengisi SPTPD.

SPTRD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal  ini,
harus  diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, sseria
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanva.

Be ntuk, iai, dan tata cara pengisian SPTPD ditsetapkan
oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN
FENETAPAN PAJAK

Pasal 17

Berdasarkan SPTRPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
avat (1) Psraturan Dasrah ini, Walikotamadyva Kepala
Daeratt menetapkan Pajak Terutang dengan menserbitkan
SRR

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, tidak atau kurang dibavar sstelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
dikanakan sanksi administrasi b&rupa bunga ssbesar
2 % (dua persen) sebulan dengan Jjangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan darn ditagih dengan
menarbitkan ITPD.

£

Pasal 13

Wajib Pajak vang membavar sendiri SPTPD  sebagaimana
dimaksud pada Pasal 11 avat (1) Peraturan Daerah ini,
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan

menetapkan pajak sendirl vang terutang.

(2) Walikobamadyvas ... ..
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Walikotamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat vyang
ditunjuk berhak melakukan pensriksaan terhadap

=]
moukuan  dan  data lainnya milik Wajib Pajak vyang
berkaitan dengan Ketetapan Pajak.

Dalam  Jangka waktu 5 (l1ima) tahun sesudah  saat
terutangnya pajak, Walikotamadya Kepala Dasrah  dapat

mensrbitkan

a. DKPDKB;

. SKPDKBT;

. n,ﬂjf;n

SKPRDKEB  sebagaimana dimaksud pada ayvat () huruf a
pasal inil, diterbitkan

. fApabila berdasarkan hasil psmeriksaan atau ke
terangan lain pajak wvang terutang tidak atau
kurang dibavar, dikenakan sanksi administrasi
barupa  bunga sebesar 2 % {(dua persen) ssbulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat
dibavar untuk  Jangka waktu paling lama 24 (dua
pulul empat) bulan dihitung sejak saat terubangnya
pajak.

rda

L. Apabila SPTRPD tidak disampaikan dalam jangka waktu
yvang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % {(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yvang
kurang atau terlambat dibayvar untuk Jangka waktu
paling lama 24 (dua pulub empat) bulan dihitung
sajak saat terutangnya pajak.

oL Apabila kewajiban mengisi 3PTRPD tidak dipernuhi,
pajak  vang t@rutaﬁg dinhitung secara Jabatan, dan
dikenakarn sanksi  administrasi  berupa kemnalkan

sabesar 25 % {dua puluh lima persen) dari pokok

pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 0% (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak wvang kurang atau terlambat dibasvar untbuk
Jangka waktu paling lama 24 {dua puluh emnpat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)  huruf b
pasal  ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yvang semula belum terungkap yvang menyebab-
karn  penambahan  Jumlah pajak wang terutang, akan
ksi administrasi berupa kenaikan sebesar

i I

W

dikenakan san
10G % (seratus parsern.
tersebut.

Jumlah kekurangan paja

L
L
&
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(6) SKPDN .....
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SKPDN sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf ¢
pasa ini, diterbitkan apabila Jumlah pajak wvang
terutang baesarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ads kredit pajak.

Apabila kewajiban membavar pajak terutang dalam
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimsana dimaksud pada ayat (3)

huruf a dan b pasal ini, tidak atau tidak sspsnuhnya
dibavar dalam Jangka waktu vang telabh ditentukan,
ditagih dengan menarbitkan  8TPD  ditambah dengan
e o o )

sanksi  administrasi berupa bunga 2 % {(dua persen)
sebulan.

BAB VII

TaTA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

i‘—':

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dasrah atau tampat

lain  vang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah

sasual  waktu vang ditentukan dalam  SPTRD, SKPD,
SKPDKEB, SKPDKBT., dan STRD.

apabila  pembavaran pajak dilakukan di tempat lain
vang ditunjuk, hasil penerimaan pajak h&|u¢ disetor
ke Kas Dasrah sslambat-lambatnya 1 x 24 j“' atau

dalam Jangka W&Rtu vang ditentukan oleh Walikotamadya
Kepala Dasrah.

Pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dan ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan
i
SSPD.

atau

o
£
T
;
i

Pembavaran pajak harus Jdilakukan seka
lunas.

Walikotamadya Kepala Daesrah dapat memberikan persetu-~
Juarn  kepada Wajib PaJak untuk  mengangsur pajak
terdtang dalam kurun waktu tertentu, setelabh memsnunhil
parsyvaratan vang ditentukan.

angsdran pembayvaran  pajak sebagaimana dimaksud  pada
avat (2) pasal ini, harus dilakukan secara Lteratur
dan berturut~turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 0%
{(dua persen) sebulan dari jumlah pajak wyang b@lum
atau kurang dibavar.

Fa™ a3l bt oamoarivya
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{4) Walikotamadya Kepala Dasrah dapat memberikan persetu-
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juan kepada Wajib Pajak untuk menunda pesmbayvaran
pajak sampal batas waktu vang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan YaNg ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dus persen) sebulan dari  Jumlah
pajak vang belum atau kurang dibayar.

Persyvaratan untuk dapat mengangsur dan menunda  pem-
bavaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4} pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
Dasrah.

Pasal 16

Sstiap Pembavaran PaJak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dibsrikan Tanda Bukti
Pambayaran dan dicatat dalam Buku Penerimaan Pajak.

Bentuk, Jenis, isi, ukuran Tanda Buktl Pembayaran dan
Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikotamadya
Kepala Daerah.

BaB VvIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat  lain
YAaNg sejenls sebagai awal tindakan pelaksanaan
penaginan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
Jatuh tempo pembayaran.

Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran atau Sural Peringatan atau sura lain

vang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak
terutang.

i
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Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

vang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal
ini, dikeluarkan oleh Fejabat vang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila  Jjumlah pajak yang masih harus dibavar tidak
dilunasi dalam Jangka waktu segbagaimana ditentukan
dalam Surat nguraﬂ atau Surat Peringatan atau surat

Jum¢&% dedk vang harus  dibavar

lain wyang seje



{Z) Pejabat yvang ditunjuk mensrbitkan Surat Paksa segera

setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak  tanggal
Surat Teguran atau Surat Peringatan ataud surat lain
Yyang sejsnis.

’_..a

Pasal 19

fipablla pajak vyang harus dibavar tidak dilunasi dalam
Jangka waktu 2 x 24 jam setelah tanggal Pemberitahuan
Surat  Paksa, Pejabat vang ditunjuk sagera mensrbitkan
Surat Ferintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penvitaan dan Wajib Pajak bslum  Jugs
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari
Jak  tanggal pelaksanaan Surat  Perintah Melaksanaksn
Paenyitaan, Pejabat yvang ditunjuk mengajukan pﬁrmiﬂtaaﬁ
penetapan tanggal pelelangan kepads Kantor Lelang Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan jam, hari, tang-
., bulan, tahum, dan tempat pelaksanaan lslang, Juru
segera secara tertulis  kepada

gfu

7

.8
ita memberitahukan dengan
wajib pajak.

Fas Py

Bentuk, Jjenis, danm isi formulir vang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Wali-
kotamadya Kepala Dasrah.

BaR IX

FENGURANGAN, KERINGANANM, DAaN PEMBEBASAN PAJTAK

(1) Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan permohonan
dari NaJd Pajak apa memberikan peEnguranga
cdari Wajib P b dapat memb L SNGUrangan,
keringanan dan pembebasan pajak.

bariarn pengurangan, keringanan, dan

pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1]

=1
jé& 1
ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala
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TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETARAN,

e

S

o

DaN PﬁNmHQP JEAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

RPasal 24

Walikotamadya Kepala Daerah karena jabatan atau atas
parmohonan Wajib Pajak dapat :

a&. Membstulkan 3SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD  vang dalam penerbilitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam
penarapan peraturan perundang~undangan perpajakan
daeran;

. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak vang
tidak benar;

fa )

c. Mengura Wj <an atau menghapuskan sanksi administrasi
barupa bunga, denda dan kenaikan  pajak YANG
terutang dalam  hal sanksi  tersebut dikenakan
karena kekhilafam Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

Permohonan  pembetulan, pembatalan, pengurangan ke-
tetapan dan  panghapusan  atau  pengurangan sanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD
sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini, harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepads
Walikotamadya Kapala Dasrah, atau Pejabat VANG
diturijuk  selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)  hari
sajak  tanggal ditsrima SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, dan
STRPD dengan membarikan alasan vang Jelas.

Walikotamadys Kaepala Dagran atau P@jabat VAT
gditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud padsa ay&t (2 pasal
ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

&.u

fipabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan ssbagai-

mana dimaksud pada avat (3) pasal ini, Walikotamadya
Kepala Dasrah atau Pejabat vang ditunjuk tidak

memberikan keputusan, RErMmoONanan pembetulan,
pembataladn, pengurangan ketetaspan dan  psnghapusan
atau peENgUrangan sanksi administrasi dianggap
diks

abulkan.
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BaB XK1
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

i

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanva kspada
alikotamadys Kepala [Dasrah atau Pajabat YaNg

o
A
dltuﬁjuk atas suatu

£}
o

g

a. DEPD,

b. SKPDKB;
SKPDEBT;
SPDLE;

E]
%
r

{
3
i

&. DEPDN;
. Pamotongan atau P@mungutﬁﬂ aleh  pihak ketiga

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajak-
an daerah vang P@rlakuu

Pgrmonhonan  keberatan sebagaimana dimaksud pada  avat
{1} pasal ini, harus disampalkan secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
tarhitung sejak tanggal SKPD, SKPDKB, S[KPDKBT, SKPDLB
darn SKPDN  diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal
ne matungd: atau pemungutan oleh pihak ketiga ssebagail-
mana dimaksud pads avat (1) pasal ini, dengan alasan
vang Jjelas, kecuali apabila WaJib Pajak dapat menun-
Jukan  bahwa  Jangka waktu 1tu tidak dapat dipenuhi
karena keadasan di luar kekuasaannva.

Walikotamadya Kepala Daerah atau Fejabat WA
ditunjuk  dalam  Jangka waktu paling lama 12 {(dua
belas) bulan sejak tanggal surat permchonan keberatan
sabagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diteri-

ma, sudah memberikan keputusan.

apabila setelah  lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sabagaimana dimaksud pada avat (3) pa%al iﬂi,‘Walime
tdmamya Kepala Daerah atau Pejabat
tidak membesirikan keputusan, pe -
dianggap dikabulkan.

Pangajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada  ayat
pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar

Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan

a
Penyelesaian Sengketa  Pajak dalam  Jangka waktu 3
{(tiga) bulan setelah diterimanva keputusan kebsratan.
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la pengajuan keberatan ssbagaimana dimaksud  pada
25 Peraturan Dasrah 1ini, at

au bandin
maksud pada Pasal 26 Peraturan Dasrah inil, dikabulkan
zhaglian atau , kelebihan pambayara
kembalikan  dengan ditambah im

1% sebagaimana

€

il
] H~

SR
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balan bunga
( ua  persen) sebulan untuk paling lama 24 {dua puluh
smpat ) bulan.
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Bap ATI

PENGEMBALTIAN KELEBIMAN PEMBAYARAN PAJAK

Fasal 28

jembalian

P
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{ais
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Pajak dapat mengajukan permohonan  peng
keleblihan pembayvaran pajak kepada Walikotamadya

Kepala Daerah atau Psjabat vang ditunjuk.

(23 Walikotamadya Kepals Dasrah atau Fajabat Vang

ulTUHJuK dalam  Jangka waktu 12 (dus bslas) bulan
sejak  diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembavaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini, harus memberikan keputusan.

i

(3) Aapabila melewatl Jjangka wakbu sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pasal ini, dilampaul Walikotamadya
Kaepala Dasrah atau  Pejabat vang ditunjuk tidak
memberikan keputusarn, maka permohanan  pengesmbalian
kelaebihan pembavaran pajak dianggap dikabulkan dan

SUPRLEB  harus diterbitkan dalam Jangka waktu paling
lama 1 (matu) bulan.

Apabila Wajib Pajsk mempunval utang
kelebihan pembavaran pajak sebagaimana
ayat (2} pasal inil, langsung diperhitungkan  untuk

P
g
ot

YA,

pada

melunasi terlebih dahulu pajak dimaksad.

Pangambalila kelaebihan pembavaran pajak dilakukan
dalam waktu paliﬁg lama 2 (dua) bulan sejak diterbit-
kasnyw SKPDLE  dengan  menerbitkan  Sura Perintahn
Membayvar Kelebihan RPajak (SPMKRP).

PN
i
N




{&) Apabila pengembalian  kelsebihan pembayvaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRPDLE, Walikotamadya Kepala Dasrah
atau Pejabat vang ditunjuk membsrikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavaran kelebilhan pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan
utang pajsk lainnva, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28
avat (4) Peraturan Daerah ini, opembavarannyva dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan  Jugsa
berlaku sebagai buktl psmbayaran.

BAB  XKIIT

KEDALUKWARSHA

Pasal 3¢

(1) Hak untuk melakukan penagihan  pajak, ArSa
satelah malampaui  Jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnyva pajak, kecualil
apabila wajilb pajak melakukan tindak pidana i

bidang Perpajakan Dasrah.

Jak sebagaimana dimaksud pads

enaglhan
1 ini, tertangguh apabila

aluwarsa {2
(1) pas

o

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakss atau;

L. Ada  pengakuan Jutang pajak dan Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

ALV

fox]

BAE

KETENTUAN KHUSUS

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepad
lain yvang tidak berhak,
atau dibsritahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

3 J J

segala sesuatu yvang

rangka  Jabatan atau pekerjaannys  untuk  menjsalankan

g

peraturan parundang-undangan pet
i f G * i

pajakan

au saksi ahli dalam

pengadilan.



(4)

(

5)

palaksanaan

perundang-uncdang pﬁrpaj&kum dasirai,
sebagal saksi |l dalam Sidang

AT
SERIUTFCRW R lanm.

Untuk kepentingan Daerah, Walikotamadya Kepala Dasrah

ri izin btertulis
[UAH Ayan (2]

berwsnang membe x
gaimana Jdimaksud pa

membarikan keterangan, mempsrlihatkan
dari  atau  tentang Walib Pajak kepada pihak wvang

tartulis

ditunjuknya.
Untuk  kepentingan ameriksasr pengadilan  dalam
peirkara pldana atau pardata atas permintaan  Hakin
sesual  dengan  Hukum Acara RPidana dan  Hukum  Acars
Pegrdata, Walikotamadya KXepala Dasrah dapat memberi
tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada avat (2) pasal ini, bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak vang ada padanva.

=]

Farmintaan  Hakim sebagaimana dimaksud pada avat  (4)
pasal ini, harus menvebutkan nama terdakwa atau  nama
tergugat, ketaerangan-keterangan vang diminta serta
kaitan antara perkara pidamna atau perdata yvang ber-
sangkutan dengan keterangan yvang diminta tersebut.

(1) Pejabat vang karena kealpaannys tidak maemenuhil

(2) Pejabat vang dengan se

(

-

kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 31 avat (1) dan avat (2) Peraturan Caerah ini,
dipidana dengan pidana kurungan paling lama &  (&@nam)
bulan atau denda paling banyvak Rp 2.000.000,00 (dua
juta rupilah).

rgaja tidak memenuhi kewajiban-

nya atau seseorang yvang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewaliban pejabat sebagaimana dimsaksud pada Pasal 31

ayvat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipidana
dengan  pidana kurungan paling 1 U)o tahun
atauw denda paling banyvak Rp %.000.000,00 (lima Jjutas

ama 1 (sat
]
J
rupiahl.

3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimak-

sud  pada ayvat (1) dan avat (2) pasal ini, hanva
dilakukan atas pengaduan orang vyang kerahasiaannya
dilanggar.

(4) Besarnya denda maksimum sebag aimﬂnd dimaksud avat (1)

dan ayvat (2) pasal ini, dapat ditinjau kembali dengan

Paraturan Pemsrintah.
BRAR WY



BAB XV

KETENTUARN PIDANA

£
i

Pasal

(1) Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyvampai-
kan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan  atau denda paling banyak 2 {dua) kali Jumlah
pajak vang terutang.

(2) Wajdib Pajak vang dengan sengaja tidak menyvampaikan
SPTRD  atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar
atau tidak menyvetorkan pajak sshingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dus) tahun dan/atau denda paling
banyak 4 {empat) kali Jjumlah pajak vang terutang.

3} Pelanggaran di luar ketentuan ayvat (1), dan ayat (2)

pasal ini, diancam pidana kKurungan selama-lamanya 3
{(tiga) bulan atau denda setinggi~tingglnya
B 5¢.000,00 (lima pulub vibu rupiah).

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam  Pa:
Peraturan Dasrah inil tidak dituntut sstelah melampaul
Jangka waktu 10 (sepuluh) tahum sejak saat  terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian
Tahun Pajak atau besrakhirnva Tahun Pajak.

BAB  AVI

FENYIDIEAN

ey =
Pasal 35

Pagawal Negeril Sipil tertentu di lingkungan
Paemairintah Dasrah diberi wewenang khusus sesbagal
penyidik untuk melakukan penyvidikan tindak pidana i
bidang perpajakan dasrah sebagaimana dimaksud cdalam
Undang~Undang Nomor 8 Tahun 19281 tentang Hukum Acara
Pidans.

{(Z) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah




(3)

i

"

g.

Mernerima, mencari, mengumpulkan, dan maeneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan  tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan terssebut mendadi lengkap dan jslas;
Meneliti., mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenal orang pribadi atau badan tentang kebenar-
an perpuatan  wvang dilakukan ssehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah terssbutb;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sshubungan dengan tindak pidana
dil bidang perpajakan dasrah;

Memaerikss buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen  1lain berkenaan danqaﬂ tindak pidana di
bidang perpajakan dasrah;

Melakukan pesnggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuamn, pencatatan, darn  dokumsn-dokuman
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam  rangka pe-
laksanaan tugas penvidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah;

Marvuruh berhentil, melarang ssseorang meninggalkan
au tempat pada saat pemeriksaan  sedang

r-'i"

rusngan s
baerlangsung dan memeriksa identitas  orang dan/
atau dokumen yvang dibawa sebagaimana dimaksud pada
hurdf e

Mamotret sessorang yang berkaitan dengan  tindak
pidans per Q&'Ek&n dasrali;

Memanggil orang untuk didengsr keterangannya dan
diperiksa sebagal tersangkas atau saksi;

Menghentikan penyidikan:

Melakukan tindakan lain YEY perlu urituk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum vang berlaku dan
dapat dipertanggunglawabkan.

Paryvidik sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) pasal ini
mambaeritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasi. penyidikannya kepada Penuntut  Umum, sssuai
dengan  ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridana.
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